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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang

Maha Esa, karena berkat rahmatNya Panduan Penyusunan Modul dapat terselesaikan.

Panduan Penyusunan Modul ini disusun agar pelaksanaan penyusunan perangkat
dan administrasi pembelajaran dalam bentuk modul perkuliahan dapat sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan sehingga dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara
professional dan menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kompetensinya. Pembuatan
panduan ini tidak terlepas dari upaya tim penyusun untuk penyelesaiannya. Pada
kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan atas jerih payah dan
kesungguhannya dalam penyusunan Panduan Modul.

Selanjutnya kami berharap Panduan Penyusunan Modul ini dapat dijadikan acuan
dalam pelaksanaan penyusunan Modul pada seluruh program studi di Poltekkes Kemenkes
Denpasar. Selanjutnya saran dan masukkan dari semua pihak agar panduan ini menjadi

lebih sempurna sangat kami harapkan.

Denpasar, Maret 2019
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KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR
NOMOR : PP.07.02/WDI/ 2851 /2019

TENTANG :

PANDUAN PENYUSUNAN MODUL
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR

MENIMBANG : a  bahwa kebijakan dan peraturan tentang penyusunan Modul yang
telah ditetapkan dan dikeluarkan oleh Kemenristek Dikti masih
bersifat umum serta memerlukan penjabaran lebih lanjut guna
penerapannya di lapangan;

b.  bahwa dalam rangka penerapan di instansi serta untuk meningkatkan
efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan Poltekkes
Kemenkes Denpasar, maka dipandang perlu untuk menyusun buku
panduan penyusunan Modul;

c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b perlu ditetapkan dengan
surat Keputusan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 11 Juni 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5063).

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012
tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336)

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496).

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 890/Menkes/Per/VIII/2007
tanggal 2 Agustus 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik
Kesehatan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Kesehatan nomor 1988/Menkes/Per/1X/2011.

7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05/1.2/03086/2012
tanggal 26 April 2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan
Tata Laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI

8.  Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan Kementerian Kesehatan
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Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor
44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang
Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian
Hasil Belajar Mahasiswa.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002
Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.2.4.1.444.1 tanggal
13 Pebruari 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan
Pendidikan Politeknik Kesehatan Departemen Kesehatan RI.
Keputusan Menteri Kesehatan R I No. 855/Menkes/SK/TX/2009
tentang Susunan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja

Politeknik Kesehatan.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN  DIREKTUR  POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENKES DENPASAR TENTANG PANDUAN
PENYUSUNAN MODUL POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENKES DENPASAR TAHUN 2019

Panduan Penyusunan Modul Politeknik Kesehatan Kemenkes
Denpasar Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat
Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Panduan Penyusunan Modul Politeknik Kesehatan Kemenkes
Denpasar Tahun 2019 berlaku bagi semua jurusan yang ada di
lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat
Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : DENPASAR
TANGGAL == 4 MARET 2019

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI di Jakarta

Kepala Pusdiklat Nakes Kemenkes RI di Jakarta
Ketua Senat Poltekkes Denpasar
Ketua Jurusan di lingkungan Poltekkes Denpasar

i i

Arsip.



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjalanan pendidikan di Indonesia tidak luput dari pengaruh perubahan zaman yang
menyebabkan terjadinya pergeseran tujuan pendidikan nasional. Globalisasi yang melanda
seluruh dunia di abad ke 21 menyebabkan tujuan pendidikan nasional tidak lagi hanya untuk
mencerdaskan bangsa dan memerdekakan manusia namun bergeser mengarah kepada
pendidikan sebagai komoditas karena lebih menekankan penguasaan IImu Pengetahuan,
Teknologi, dan Seni (IPTEKS) yang bersifat pragmatis dan materialis. Hal ini tentu menjadi
perhatian kita semua mengingat tujuan Pendidikan Nasional yang tercantum dalam UU No 20
Tahun 2003, Pasal 3, tidak hanya berorientasi terhadap pragmatisme dan materialisme namun
memiliki tujuan yang utuh untuk membentuk manusia yang memiliki iman dan tagwa
(IMTAQ) serta menguasai IPTEKS. Pergeseran tujuan pendidikan nasional tersebut
semakin terasa saat ini dengan terjadinya krisis karakter di bidang pendidikan, karena
pragmatisme dalam merespon kebutuhan pasar kerja lebih menekankan kepada hal-hal
yang bersifat materialisme sehingga melupakan pengajaran dengan semangat kebangsaan,
keadilan sosial, serta sifat-sifat kemanusiaan yang memiliki moral luhur sebagai warga
negara.

Kurikulum merupakan nyawa dari suatu program pembelajaran sehingga
keberadaannya memerlukan rancangan, pelaksanaan serta evaluasi secara dinamis sesuai
dengan perkembangan zaman, kebutuhan IImu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni
(IPTEKS) serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan
perguruan tinggi. Perkembangan IPTEKS di abad ke-21 yang berlangsung secara cepat
mengikuti pola logaritma, menyebabkan Standar Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) juga
mengikuti perubahan tersebut. Dalam kurun waktu enam tahun SN-Dikti telah mengalami
dua kali perubahan, yaitu dari Permenristekdikti No 49 tahun 2014 diubah menjadi
Permenristekdikti No 44 tahun 2015.

Salah satu komponen yang penting dalam kegiatan pengajaran adalah media
pengajaran. Media pengajaran adalah wahana fisik yang mengandung materi
instruksional, yakni alat bantu yang dapat berupa alat elektronik, gambar, alat
peraga, buku, modul, dan lain-lain yang digunakan untuk menyalurkan isi bahan ajar

kepada mahasiswa.
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11.

Dasar Hukum Penyusunan Modul

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.78, Tambahan Lembaran Negara No.
4301);

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 No. 144. Tambahan lembaran Negara 5063);

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 No. 158. Tambahan lembaran Negara 5336);
Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 No. 298. Tambahan lembaran Negara 5607);
Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

Undang — undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 73 tahun
2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan
Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Rl Nomor 50 Tahun 2015.
Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian,
Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2019

Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
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BAB I
MODUL

A. Prinsip Penyusunan Modul

Bahan belajar setiap matakuliah biasanya dibagi menjadi beberapa bagian
seperti lazimnya suatu buku dibagi menjadi beberapa bab. Setiap bab disebut modul
instruksional atau sering disingkat Modul. Modul berarti unit terkecil dari
pelajaran yang memuat suatu konsep secara utuh, sehingga dapat dipelajari secara
terpisah dari bagian lain tanpa mengurangi maknanya. Suatu modul dapat terdiri
dari bahan cetak atau kombinasi bahan cetak dengan program media audio visual dan

perangkat lainnya seperti kit sains dan realia (benda sesungguhnya).

Pada umumnya modul terdiri dari media cetak saja atau kombinasi media cetak
dengan kaset audio. Bahkan sebutan modul acapkali diidentifikasi dengan bahan belajar
cetak saja. Suatu modul matakuliah terdiri dari beberapa modul. Batasan pasti tentang
jumlah modul dalam suatu matakuliah

tidaklah ada, pernah seperti halnya batasan jumlah bab dalam suatu buku.

Salah satu komponen yang penting dalam kegiatan pengajaran adalah media
pengajaran. Media pengajaran adalah wahana fisik yang mengandung materi
instruksional, yakni alat bantu yang dapat berupa alat elektronik, gambar, alat
peraga, buku, modul, dan lain-lain yang digunakan untuk menyalurkan isi bahan ajar
kepada mahasiswa. Media pengajaran dapat dipakai dosen, antara lain untuk :
a. Memperijelas informasi atau pesan pengajaran;

b. Memberi tekanan pada bagian-bagian yang penting;
c. Memberi variasi pengajaran;
d. Memperijelas struktur pengajaran; dan

e. Memotivasi proses belajar mahasiswa.

Bagi mahasiswa, bila media digunakan dengan tepat maka manfaatnya dapat
dirasakan karena dapat :
a. Meningkatkan motivasi belajar mahasiswa,

b. Memberikan variasi belajar;
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c. Memberikan struktur yang memudahkan belajar;
d. Menyajikan inti informasi belajar;

e. Memberikan sistematika belajar;

f. Menampilkan contoh yang selektif;

g. Memberikan situasi belajar yang kurang bersifat formal.

Media pengajaran (termasuk juga modul) bukan saja memberikan manfaat
pada mahasiswa tetapi juga pada dosen. Manfaat bagi dosen, di antaranya karena
media pengajaran bila digunakan dengan baik dan benar, dapat :

a. Memberikan pedoman arah dan tujuan pengajaran;

b. Menjelaskan struktur, tata urutan dan hierarki belajar;

c. Memberikan kerangka sistematika mengajar;

d. Memudahkan kendali pengajaran;

e. Membantu kecermatan dan ketelitian penyajian;

f. Membangkitkan rasa percaya diri dalam mengajar; dan

g. Meningkatkan kualitas pengajaran.

Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan
sistematis, didalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan
didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang spesifik. Modul
berfungsi sebagai sarana belajar yang bersifat mandiri, sehingga peserta didik dapat

belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing.

B. Bagian-bagian Modul

Modul paling sedikit memuat; tujuan pembelajaran, materi/substansi belajar, dan

evaluasi. Secara garis besar bagian modul yaitu :

1. Menentukan kerangka modul / format yang akan disusun. Pada kerangka modul termuat
halaman sampul, visi dan misi program studi, lembar pengesahan, kata pengantar,
daftar isi, dan peta kedudukan modul dalam keseluruhan materi mata kuliah.

2. Pendahuluan Modul, meliputi deskripsi mata kuliah dan pokok bahasan, prasyarat pokok
bahasan (jika diperlukan), petunjuk penggunaan modul, penjelasan bagi mahasiswa,

dan peran dosen dalam pembelajaran, tujuan akhir dan kompetensi.
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3. Tujuan Pembelajaran, dibuat dalam bentuk tujuan pembelajaran dalam
pertemuan/materi tersebut serta tujuan akhir dari pembahasan materi.

4. Menetapkan metode pembelajaran yang akan digunakan serta perangkat atau media
pembelajaran yang diperlukan dalam materi tersebut.

5. Materi/Substansi. Materi atau substansi yang ada dalam modul dapat berupa konsep-
konsep / prinsip-prinsip, fakta penting yang terkait langsung dan mendukung pencapaian
kompetensi dan wajib dikuasai oleh mahasiswa. Dalam materi ini termuat Rencana
belajar dan kegiatan belajar. Kegiatan belajar tersusun dalam pokok bahasan yang
sesuai dengan RPS. Kegiatan belajar terdiri dari beberapa kegiatan sesuai dengan
pokok bahasan. Dalam tiap kegiatan belajar memuat tujuan pokok bahasan, pokok-
pokok materi, rangkuman materi, dan latihan soal. Demikian juga pada kegiatan belajar
selanjutnya.

6. Evaluasi berfungsi untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam penguasaan materi.
Evaluasi meliputi kognitif skill, psikomotor skill, atau attitude skill. Evaluasi dalam bentuk
tugas, soal, latihan, review dan sebagainya yang wajib diselesaikan oleh mahasiswa
setelah pembelajaran.

Penutup
Kunci jawaban dari soal, latihan atau tugas

Daftar pustaka

Contoh MODUL dapat dilihat pada lampiran panduan ini
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BAB Il
PENUTUP

Buku panduan penyusunan Modul ini dibuat dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku pada saat penyusunannya. Selanjutnya perubahan-
perubahan dan revisi dapat dilakukan apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang
baru dan atau kebijakan serta didasarkan atas rapat pertemuan akademik antara Direktur,
Wakil Direktur, Ka. Sub Bag beserta jajarannya dengan Ketua Jurusan dan Pengelola
Akademik dilingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Hal-hal yang belum diatur dalam
panduan akademik ini akan didiskusikan kemudian. Buku Panduan Penyusunan Modul
Poltekkes Kemenkes Denpasar ini diharapkan menjadi panduan praktis dalam
menyusun perangkat pembelajaran di masing-masing program studi, sehingga
dapat membantu para pengelola program studi dalam melengkapi kelengkapan
administrasi pembelajaran. Para pengelola dan tenaga pendidik diharapkan
dapat mencerna bersama buku panduan ini, sehingga akan diperoleh manfaat
secara optimal guna penyusunan Modul di masing-masing program studi di
lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar.

Dengan tersusunnya panduan penyusunan Modul ini maka seluruh kegiatan
penyusunan Modul di masing-masing program studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes
Denpasar wajib mengacu pada Panduan Penyusunan Modul Poltekkes Kemenkes

Denpasar Tahun 2019.
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